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PUTUSAN
Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.LLG

aa ) s ) )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Haikim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT BINTI XXXP, NIK: XXXP, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Desa XXXP Kecamatan XXXP Kabupaten Musi
Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan
kuasa  khusus kepada Adv. Yusuf Rachmadi,S.H.
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Kemang 1 Kel.
Watervang Kec. Lubuklinggau Timur | Kota Lubuklinggau
berdasarkan surat Kuasa yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 755/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 04 Desember
2023,sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT BIN XXXT, NIK: XXXT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JI. XXXT RT.03
Kel. XXXT Kec. XXXT Il Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera
Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2023

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.LLG,

tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai

berikut:

Adapun Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2013 dan dicatat oleh
Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXT Kabupaten Musi Rawas,
sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXT tanggal 25 Maret 2012;
dengan penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejaka

2, Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di Rumah Milik Orang Tua Tergugat di JI. XXXT RT.003
Kelurahan XXXT Kecamatan XXXT Il Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera
Selatan selama lebih kurang 10 Tahun

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua)
orang anak yang bernama :

a. XXXT bin Tergugat, XXXT,Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir
Lubuklinggau, 13 Januari 2014 ,umur 9 Tahun
b. XXXT bin Tergugat,XXXT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir

Lubuklinggau 13 Juli 2019, umur 5 Tahun ,semuanya ikut Penggugat

4, Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 7
tahun,namun setidaknya sejak tahun 2020 ,rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

5. Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat

memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama

6. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba

7. Tergugat sering melakukan KDRT

8. Tergugat Sering Berjudi Slot

9. Bahwa pada bulan November tahun 2020 telah terjadi KDRT yang

dilakukan tergugat yang mana menyebabkan Penggugat terluka berat
dibagian wajah dan kepala, namun saat itu masih ada solusi perdamaian
antara Penggugat dan tergugat yang dimediasi oleh keluarga dan
pemerintah setempat dan dituangkan dalam surat pernyataan / perjanjian
yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat
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10. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan tergugat
terjadi pada tanggal 17 bulan November tahun 2023, yang mana pada saat
itu tergugat menyuruh penggugat meminjam uang kepada tetangga, yang
mana penggugat tidak mau karena penggugat yakin uang itu akan dipergu
akan untuk membeli narkoba sehingga menyebabkan Tergugat marah dan
memukul Tergugat hingga terluka dan mengancam untuk membunuh
Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat langsung meninggalkan
Tergugat, mengungsi kerumah tetangga Penggugat untuk menyelamatkan
diri dan tidak lama kemudian Penggugat dijemput Saudara Penggugat untuk
Pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa XXXP Kecamatan XXXP
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Sebelum kepulangan
Penggugat kerumah orang tuanya Sempat Melaporkan Kejadian Tersebut
ke Polsek terdekat namun dan dinasihati pihak kepolisian supaya
Penggugat dan Tergugat Rukun Kembali namun penggugat tetap pulang
kerumah orang tuanya sejak saat itu Penggugat dan tergugat sudah tidak
pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

11. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan tergugat telah berpisah
tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 Minggu sampai sekarang;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Penggugat telah bersabar dan mencoba memusyawarahkan
dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat
menjadi pemabuk,pezina,penjudi yang sukar disembuhkan dan tidak
melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin dan pertengkaran yang
terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, Jo. Pasal 116 huruf
(@) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,Jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan C
Pasal 1 Huruf (a) dan (b) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;
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14. Bahwa Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan
Tergugat tersebut diatas, dengan semena-mena dalam menyelesaikan
permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalamai dampak
psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan
tersebut;
15. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Jo
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar
Agama, yang dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam
perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah,
dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz dan dibayar
16. sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dipengadilan
agama sebagaimana Sema Nomor 2 tahun 2019, pada huruf C.1.b.
17. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas,
selama pisah rumah hidup bersama dengan Penggugat, dan meminta
kepada Pengadilan agar membebankan Tergugat sebagai ayahnya untuk
memenuhi nafkah anak anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut
dewasa dan mandiri
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat Bin

XXXT) Terhadap Penggugat (Penggugat Binti XXXP);

3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada
Penggugat berupa Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah lampau, yang dibayar dan
diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan
Agama Lubuklinggau;

4, Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama XXXT
bin Tergugat, umur 9 Tahun dan XXXT bin Tergugat umur 5 Tahun,
kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan

mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya
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pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan
sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama
Lubuklinggau;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum Adv. Yusuf Rachmadi,S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di J.Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur |
Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan  Agama  Lubuklinggau dengan Nomor
755/SK/XI1/2023/PA.LLG tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi,
dan berdasarkan laporan Mediator nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.LLg ternyata
mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang
pada pokoknya mengakui sbagian dalil gugatan Penggugat, terkecuali untuk
beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dalil posita nomor 4 tidak benar karena
Tergugat merasa rumah tangganya tetap harmonis, adapun
ketidakharmonisan bermula sejak beberapa bulan kebelakang dimana
Tergugat tidak lagi ikut bekerja dengan Kakak Penggugat;
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2. Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 4 titik pertama
tidak benar, karena Tergugat tetap merasa memberikan nafkah kepada
Penggugat ketika sedang ada pekerjaan;
3. Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 4 titik kedua tidak
benar, karena Tergugat merasa sudah tidak menggunakan narkoba sejak 2
tahun yang lalu;
4, Bahwa dalil gugatan pada positan nomor 4 titik ketiga tidak
benar, karena terakhir pernah ada kejadian pertengkaran tahun 2020, dan
baru terjadi lagi pada tanggal 25 November 2023 dimana Penggugat dan
Tergugat saling pukul;
5. Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 4 titik keempat
tidak benar, karena Tergugat hanya waktu dulu saja bermain judi slot;
6. Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 6 tidak semuanya
benar, karena justru Tergugat yang terluka oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah
tangganya dengan Penggugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang
pada pokoknya tetap kepada dalil gugatannya;
Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan replik secara lisan yang
pada pokoknya tetap kepada jawabannya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXT tanggal 25 Maret 2012
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXT Kabupaten Musi Rawas.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXP atas nama Penggugat
tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
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3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: XXXT atas nama Penggugat dan
Tergugat tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Kabupaten
Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan / Perjanjian atas nama Penggugat dan
Tergugat pada bulan November 2020. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal
dan paraf Hakim;
5. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto kepala anak Penggugat
dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto aktifitas Penggugat dan
Tergugat di Polsek setempat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;
B. Saksi:

Saksi 1, XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swast, bertempat

tinggal di Dusun Il XXX Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 25 Maret 2013 di XXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tela
dikarniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
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lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama
sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama,
Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering
melakukan KDRT;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal selama 2 minggu sampai dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
Saksi 2, XXXX bin XXXP, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Dusun Il Kelurahan XXX Kecamatan XXXP Kabupaten
Musi Rawas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah
pada tanggal 25 Maret 2013 di KUA Stl Ulu Terawas Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tela
dikarniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi

pertengkaran;
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- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab Kketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama
sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama,
Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering
melakukan KDRT;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal selama 2 minggu sampai dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Terguagt telah menagjukan
bukti saksi sebagai berikut:
Saksi 1 Tergugat, XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Desa XXXT Kecamatan XXXT Il Kota Lubuklinggau,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah
pada tanggal 25 Maret 2013 di KUA Stl Ulu Terawas Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tela
dikarniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tetap harmonis
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
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- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pertengkaran tahun 2020 dan

pertengkaran pada November 2023 akan tetapi saksi tidak

mengetahui penyebabnya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah tempat tinggal selama 2 minggu sampai dengan sekarang

dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
Saksi 2 Tergugat, XXXT bin XXXX, umur 55 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXT Kecamatan XXXT Il Kota
Lubuklinggau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah
pada tanggal 25 Maret 2013 di XXXX Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tela
dikarniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tetap harmonis

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pertengkaran tahun 2020 dan
pertengkaran pada November 2023 akan tetapi saksi tidak
mengetahui penyebabnya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal selama 2 minggu sampai dengan sekarang

dan sudah tidak bersatu lagi;
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- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap ingin berumah tanggal dengan Penggugat dan mohon
putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Lubuklinggau dengan Nomor 755/SK/XI1/2023/PA.LLG tanggal 04 Desember
2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan
Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi
bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi
izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo
sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu
akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat,
yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang
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berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang
diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah di keluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi Kabupate Musi Rawas, bukti
tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi
meterai yang cukupsesuai dengan ketetuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal
5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti i
ni telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode
(P.1) ini adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang
hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat ya
kni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh
karenanya bukti tertulisini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukt
i, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah
dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan
hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai
hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai
legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap
Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-
sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan
ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana
diatur dalam Perturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah
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dilaksanakan akan tetapi berdasarkan laporan Mediator nomor
1228/Pdt.G/2023/PA.LLg ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;
Tentang Pemeriksaan Perkara

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang
pada pokoknya mengakui sbagian dalil gugatan Penggugat, terkecuali untuk
beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dalil posita nomor 4 tidak benar karena
Tergugat merasa rumah tangganya tetap harmonis, adapun
ketidakharmonisan bermula sejak beberapa bulan kebelakang dimana
Tergugat tidak lagi ikut bekerja dengan Kakak Penggugat;

2. Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 4 titik pertama
tidak benar, karena Tergugat tetap merasa memberikan nafkah kepada
Penggugat ketika sedang ada pekerjaan;

3. Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 4 titik kedua tidak
benar, karena Tergugat merasa sudah tidak menggunakan narkoba sejak 2
tahun yang lalu;

4, Bahwa dalil gugatan pada positan nomor 4 titik ketiga tidak
benar, karena terakhir pernah ada kejadian pertengkaran tahun 2020, dan
baru terjadi lagi pada tanggal 25 November 2023 dimana Penggugat dan
Tergugat saling pukul;

5. Bahwa dalil gugatan pada posita homor 4 titik keempat
tidak benar, karena Tergugat hanya waktu dulu saja bermain judi slot;

6. Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 6 tidak semuanya
benar, karena justru Tergugat yang terluka oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah
tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang
pada pokoknya tetap kepada dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan replik secara lisan yang
pada pokoknya tetap kepada jawabannya;

Tentang Pembuktian
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan
hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg
(Rechtreglement Buitengewesten) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak
atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau
peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian
maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang
hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) dari ketentutan
yang bersipat umum (lex generalis) yakni Pasal 172 ayat 1 Rechtreglement
Buitengewesten(R.BQ);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga)
yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Penggugat
serta keluarga Penggugat yang seluruhnya berdomisili di wilayah yuridiksi
Pengadilan Agama Lubuklinggau, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en

bindende bewijskracht);
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Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan / Perjanjian) yang dibuat
dan ditandatangani di atas meterai oleh Penggugat dan Tergugat beserta
beberapa orang saksi, yang isi dan maksudnya diakui oleh Tergugat, sehingga
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perjanjian
antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Hasil cetak dokumen elektronik berupa
foto kepala anak Penggugat dan Tergugat) yang mana isi dan maksud dari
dokumen tersebut diakui oleh Tergugat sehingga merupakan akta otentik, telah
bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai gambaran luka pada kepala anak Penggugat dan
Tergugat akibat terkena pukulan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan
Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Hasil cetak dokumen elektronik berupa
foto kegiatan / aktifitas Penggugat dan Tergugat di Polsek setempat) yang
mana isi dan maksud dari dokumen tersebut tidak diakui oleh Tergugat
sehingga merupakan akta bawah tangan, telah bermeterai cukup,
bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai gambaran peristiva laporan ke Polsek setempat setelah terjadi
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1
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Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2
Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah keluarga atau
orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2
saksi Tergugat tidak bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat. Sehingga

oleh karenanya dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan Saksi
1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXT tanggal 25 Maret 2012
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXT Kabupaten Musi Rawas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

4, Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun

2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan
bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib
kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama
sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat
sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering melakukan KDRT;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 minggu dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar

tweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu

perbuatan yang melawan hukum;
Pertimbangan Alasan Perceraian
Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah
wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama
sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat
sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering melakukan KDRT dan telah
berpisah tempat tinggal yang telah berjalan sejak selama 2 minggu sampai
sekarang;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seoran gpria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu
unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang
kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan
adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga
kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang
didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera

rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan
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perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 33
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap
fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib
kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali
tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat sering
mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering melakukan KDRT, serta telah
diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi
jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling
mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia
memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan
antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal
mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak perduli satu
sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum
yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa
"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah
terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil
membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus,
hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 19 huruf (f)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai
dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama 2 minggu
sampai sekarang tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan
tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga
untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-
benar berada dalam perselisihan yang tajam (syigogun baid) sehingga
keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya
seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan
Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri
sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan
Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurusi
antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai
dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis
Hakim adalah sutau hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap
dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduan
ya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurusi antara satu dengan yang lain,
maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat,
baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak
Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam
masyarakat dimana meraka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga
dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu
dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya

hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana
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Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai
sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;
Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai
dengan Penggugat, namun hal sebaliknya justru ditunjukan oleh Penggugat
yang sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga apabila
tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, madharat atau
mafsadat daripada maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam
ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan
dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk
bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil
syar’i Kaidah Fighiyyah yang berbunyi :

rllaall Gula Ao asa awldalle ja

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau
mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang
demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang
bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam
kitab al-Asybah wa al-Nadhair, halaman 7, yang berbunyi:

o Vg )0 Y
Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan
madharat.
Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak,
sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan
mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas
makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di
atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) dan tidak ada harapan
lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula,
sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang
kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh
karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kiranya perlu mengetengahkan
pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat
majelis hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas’ud al Kasani, dalam Kitab Al-

Bada'i al-Shana’ni, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :
lels GMas zoill Lis o wulS Is] as,all gl
tlowmg Ll ol Lixz, GMall YIS slguw iSaudlg ataill
Voo il gl ans Wil> ol Mol cuils
Artinya: “Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka
suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik
itu talak raj’i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil
atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama
badan (dukhul)”
Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4

huruf ¢, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, majelis

hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi,
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dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi,
adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis
dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun
2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan
isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah,
iddah, mut“ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”;

Menimbang bahwa majelis Hakim menemukan fakta lain dalam
persidangan tersebut, dimana faktor utama dari perselisihan dan pertengkaran
perkara a quo, adalah ulah daripada Tergugat yang tidak memiliki tanggung
jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalah rumah tangga dengan
Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban
diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam
menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalama
dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan
tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim secara ex
officio menetapkan besaran hak Penggugat sebagai istri pasca perceraian
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, Majelis Hakim
memukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, serta 2
(dua) orang anak bernama:

a. XXXT bin Tergugat, XXXT,Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lubuklinggau,
13 Januari 2014 ,umur 9 Tahun;

b. XXXT bin Tergugat,XXXT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lubuklinggau
13 Juli 2019, umur 5 Tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat
Al-Bagarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalag ayat 7 yang berbunyi

sebagai berikut :
3 f o o & - k) - 2 o =_
V “egiaall Héisuss a5y & 20l3all Lles
4l 35035V5 Waals, 83dl5 SLad Y TgatzV] Huds lals
39l§aV5 laalss o3lls lgai3Vl Hues
'SVEY
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Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada
Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah
diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki
kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga
dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan
nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri
sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai
berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “perlindungan anak
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa
perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak
ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang
tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian,
itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak
yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan
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sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak
tersebut;
Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak
hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun
dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berkesimpulan secara ex officio menetapak besaran nafkah 2
(dua) orang anak bernama:
a. XXXT bin Tergugat, XXXT,Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lubuklinggau,
13 Januari 2014 ,umur 9 Tahun;
b. XXXT bin Tergugat,XXXT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lubuklinggau
13 Juli 2019, umur 5 Tahun;

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagai
mana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT BIN
XXXT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI XXXP);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak
bernama;

a. XXXT bin Tergugat, XXXT,Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir

Lubuklinggau, 13 Januari 2014 ,umur 9 Tahun;

b. XXXT bin Tergugat,XXXT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir

Lubuklinggau 13 Juli 2019, umur 5 Tahun;
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sejumlah minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah
dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan
pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun,
dimana nafkah pertama dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat
mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

4, Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada
Penggugat berupa:

a. Nafkah lddah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

rupiah);

b. Mut'ah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta
cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ya
ng berjumlah Rp.194.500,00 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami Mawardi
Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal yang
sama dan dibantu oleh Armi Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

TTD

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti
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TTD

Armi Herawati, S.H.

Perincian Biaya:
1. PNBP : Rp.  70.000,-

2. Proses : Rp. 80.000,-
3. Penggandaan Berkas Rp. 17.500,-
4. Panggilan : Rp. 17.000,-
5. materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 194.500,-

(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)
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